
Pembentukan, 'Kabupaten
Republik Indonesia Tahun



2014 tentang
Republik'

Undang~UndangNomor 17Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara [LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara. Republik
Ind~nesia Nomor4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

Perbendaharaan Negara (Lembaran'. Negara
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
NegaraRepublik Indonesia Nomor4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang.
Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia:
Nomor4400); .

Undang-Undang ,"Nomor 12 Tahun 2011 -;tentang

Pembentukan Peraturan Perundang...Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahuri 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik.Tndonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23, Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
NegaraRepublik Indonesia Nomor5679);

7. Undang-Undang 'Nomor 30 Tahun

, "

Lerhbaran Negara Republik' Indonesia Nomor 3899),

"sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor ".
10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang -Undang

Nomor 50 Tahun 1999 Tentarig Pembentukan Kabupaten
"Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

77,; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



:- - _.: :-:-. - .... - .-_ ,

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesia..Nomor5887);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
PengelolaanKeuangan Daerah (LembaranNegaraRepublik.

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

NegaraRepublikIndonesia Nomor632~);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun

tentang pemberian Tunjangan Harl Raya kepada Pegawai
NegeriSipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota

Kepolisian .Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara,..
Penerima .Pensiun, dan Penerima Tunjangan, perlu
ditetapkan, Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada

PegawaiNegeriSipilDan Pejabat Negara (Lembaran.Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor '93, .Tambahan

LembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor6349)

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, .Tarribahan Lembaran

NegaraRepublik Indonesia Nomor5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor: 56 Tahun

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor J38, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah .

Nomor65 Tahun 2010 tentangPerubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang . Sistem
Informasi Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor5155);

9.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang NegarajDaerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4738);

10. Per~turan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor5165);



-: .:.-_>;. _. ".

2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah

RepltblikIndone~iaTahU:h2018Nomor 701);

17. Peraturan Daerah Kabupaten .Boalemo Nomor ,
2011 tentang Pokok L 'Pokok Pengel()laan Keuangan

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Tahun 2015 Nomor

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

.Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Indonesia Tahun 2011 Nomor310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri NOll1o~13"Tahun ,2006.
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengari

". . ,-.;'" -.



menurut s~atu perjanjian kerj~,

peraturan perundang-undangan
, " , ~, ' "

Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat
,adalah PegawaiNegeriSipil Daerah Kabupaten Boalem(}

, '

pada

PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN,

DI LINGKUNGAN



tunjangan

penghasilan, tunjangan' penghidupan luar
.' . - ~i ..:' -

sejenis dengan

"kompensasi atau .tunjangan ','bahaya '.serta
ditetapkan 'dengan

peraturan
lain

, (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.

Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan



ini mulai berlaku pada

Pasa16

Penerima gaji terusan dari PNS atau
, dan AnggotaDPRDyang meninggal dunia atau tewas __
diberikan Tunjangan Hari Raya yaitu

penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada 2 (dua)
- bulan sebelum:bulanHari Raya.

Penerima gaji' dari.-'PNS, Pejabat Negara dan Anggota
DPRDyangdinyatakan .hilang diberikan Tunjarigan Hari

Raya yaitu 'sebesar penghasilan 1(satu) bulan pada2

'-(dua)bulan sebelum bulan Hari Raya.

"Pembayar~ Tunjangan Hari Raya sebagaimana
dimaksud .pada ayat [I] dan ayat (2) dibebankan pada -,
DPA rriasing-masing SOPD Kabupaten Boalemo Tahun
Anggaran2019

.PasalS "

Pejabat Negara dan Anggota DPRD

menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 maka Tunjangan Hari

diberikan salah satu yangjumlahnya lebih besar.
_Dalam hal PNS, Pejabat Negara dan Anggota

menerimaIebih dari 1 (satu) Tunjangari HariRaya maka

kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan

wajib _'mengembalikan kepada negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

: -. .
, .

Rayadapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

Pasal4

(1) _Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat

(sepuluh)harikerja sebelum tanggalHari Raya.
(2) , Dalam hal .TunjanganHari Raya sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari

.peraturan perundang-undangan

pemerintah.



ERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2019 NOMOR .7-.7.1 )

Di undangkan di Tilamuta

2019

2019

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.


